
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

a. bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah
ditetapkan sebagai Pandemic oleh World Health
Organization sehingga perlu diambil langkah-langkah
antisipasi dan penanganan terhadap dampak
penularan Corona Virus Disease 2019;

bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) yaitu mengutamakan penggunaan alokasi
anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan
yangmempercepat penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dengan mengacu kepada protokol
penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di
Pemerintah Daerah dan rencana_ operasional
percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19);

bahwa sehubungan dengan merebaknya wabah
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta
ditetapkannya status tanggap darurat bencana
wabah Covid-19 di wilayah Provinsi Kalimantan
Utara mulai tanggal 27 Maret 2020, perlu adanya
respon tanggap dari Pemerintah Daerah untuk
melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa melalui
optimalisasi penggunaan Anggara Pendapatan dan
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Belanja Daerah untuk penanganan dan/atau
pencegahan Covid-19 yang dapat dilakukan melalui
revisi anggaran dengan cara penjadwalan ulang
capaian program dan kegiatan lainnya, pembebanan
langsung pada belanja_ tidak terduga, dan
memanfaatkan uang kas yang tersedia;

bahwa berdasarkan berdasarkan Lampiran V.26
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020, Penyediaan anggaran untuk penanggulangan
keadaan darurat bencana alam/non alam, bencana
sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah
lain dalam rangka penanggulangan bencana
alam/non alam dan/atau bencana sosial dapat
memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam
Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran
sebelumnya, melakukan pergeseran Belanja Tidak
Terduga dan/atau penjadwalan ulang atas program
dan kegiatan yang kurang mendesak, dapat
dilaksanakan mendahului penetapan peraturan
daerah tentang Perubahan APBD dengan cara
menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan
kepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurufa, hurufb, hurufc, dan huruf
d, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

e.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran’ Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

8.
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13.

14.

15.
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertangggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan

1
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17.

18.
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20.

21.

22.
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Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap
Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 382);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan
Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 766);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 655);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1148);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1180);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
221/PMK.07/2019 tentang Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1721);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dana
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif
Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 250);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 249);
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31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi
Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun
Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 379);

33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur
Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2019 Nomor 48) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 14
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2020 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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2. Ketentuan Lampiran II diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Lampiran III diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Lampiran IV diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 iwi 2-20

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE
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2. Ketentuan Lampiran II diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Lampiran III diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Lampiran IV diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 tei 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

‘ Dr HSuriansyah , MAP Sekretars DaerahM

Asisten Adm Umum

Tauprk Hidayat ,sre. MS Pit. Karo Hurum Ap
:
Denny

Hartonto, PH Kepata BPKAD

af
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2. Ketentuan Lampiran II diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Lampiran III diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Lampiran IV diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
/ ada tanggal 11 20°S

Asisten Adm. Umum /- P
68U

Taupik Héayat, ste. P- Koro Hokum \ of GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
I

Denny Hononto, SEimm PK- Kepata BP KaD

af
ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal /” Mf’ 3030

SEKRETARIS DAERAH PROVINS] KALIMANTAN UTARA,

~SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR sb
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2. Ketentuan Lampiran II diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II] dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Lampiran III diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II] dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Lampiran IV diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Lei 2-14

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 ie2i 262°

SEKRETARIS DAERAN PROVINS IMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR


